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“ Dari  Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung 
menjadi satu itulah Indonesia, Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, 
menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia,”  

 

A. Pendahuluan 

Petikan lagu diatas tidak asing bagi kita dan cara yang sangat sederhana untuk 
memahami  Indonesia. Lagu diatas  tidak hanya menggambarkan betapa luasnya negeri ini 
tetapi juga melukiskan betapa beragamnya agama, suku, budaya dan bahasa di negeri yang 
kita cintai ini. Pengarang secara sadar memilih memakai konsep Barat – Timur (Sumatera – 
Papua) dan  tidak memakai konsep Utara- Selatan (Kalimantan-Jawa dalam melukiskan 
Indonesia. Ia tak mengambilnya karena sadar konsep Utara Selatan (Kalimantan-Jawa) tak 
cukup kuat merepresentassikan keragaman Indonesia.   

Penyebutan nama Sabang, sebagai kota batas akhir di ujung barat tidak hanya 
hendak menyampaikan sebuah kota semata, tetapi juga mewakili potret Indonesia yang 
sebagian besar penduduknya bisa dilihat dari wajah Aceh yakni mayoritas beragama Islam, 
beragam suku dan berakar dari budaya yang toleran. 

Demikian juga penyebutan nama Merauke, bukan hanya hendak menunjukan titik 
batas negeri ini di bagian timur, tetapi juga  jelas-jelas merepresentasi kondisi Indonesia 
timur dimana banyak bermukim warga non muslim dari beragam suku dan bahasa bahkan 
ras yang merupakan warga minoritas di negeri ini. 

Beragamnya agama, suku, ras, daerah dan bahasa di Indonesia juga menyediakan 
ketegangan-ketegangan hubungan. Ketegangan hubungan ini kemudian menimbulkan 
konflik. Dalam titik didih  tertentu dimana intelektualitas mendominasi kepentingan yang 
tumpang tindih, konflik  berakhir dengan konflik perebutan wacana yang menyelesaikan 
persoalan dengan perdebatan akademisi, namun pada level yang lebih tinggi dimana 
intelektualitas tidak lagi mendominasi dan  begitu banyak kepentingan bermain,  ketegangan  
berakhir dengan kekerasan di kelompok akar rumput. 

Terkait dengan yang terakhir ini, sejarah bangsa ini mencatat begitu banyaknya 
kekerasan antar masyarakat yang terjadi. Kita tidak akan pernah lupa peristiwa Rengas 
dengklok, Sambas, Sampit, Poso, Ambon dan Lombok.  Peristiwa-peristiwa ini tak banyak 
diselesaikan secara hukum. Sebagian besar kita tak bisa melihat hasil kerja aparat hukum 
dalam mengungkap dan menangkap pelaku kekerasan. Pemerintah sebagai aktor utama 

                                                            
1 Disampaikan pada Lokakarya : “ Mewujudkan Undang‐Undang Tentang Penanganan Konflik” di Hotel 
Aryaduta Jakarta. 



penanganan konflik terlihat gagap dalam menangani persoalan ini. Akibatnya eksperimen 
penanganan menjadi sangat lokal. Dibuat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman  yang 
dimiliki. Aktivis perdamaian melakukan penanganan dengan basis pengorganisasian. 
Pemerintah melakukan penanganan konflik dengan mengumpulkan tokoh-tokoh agama dan 
suku untuk membuat kesepakatan damai.2 

 Lalu pertanyaan menggelitik adalah dimana peran 4 Pilar Utama Bangsa  sebagai 
perekat kehidupan berbangsa ini ? Apakah masih relevan, ataukah masih ada 
“ketidaksepakatan” antara komponen bangsa   menyangkut 4 pilar utama bangsa ? 

B. Ketegangan Wacana  Memaknai Pilar Utama Bangsa 
 
Wajah pilar kebangsaan Indonesia kembali menarik diperbincangkan pada 1 Juni 

2010. Saat itu MPR RI menggelar acara Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945. 
Presiden SBY hadir dalam peringatan tersebut dan berpidato tentang “peneguhan kembali” 
4 Pilar berbangsa yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.  

Mantan Presiden Megawati serta para mantan wakil presiden juga turut hadir. Pidato 
Bung Karno pada 1 Juni 1945 diperdengarkan, Ketua MPR RI dan Presiden SBY bergantian 
menyampaikan pidato.  Acara ini dinilai sukses karena MPR sebagai lembaga tinggi negara 
sukses menghadirkan para petinggi negeri (baik yang masih menjabat maupun yang sudah 
tidak menjabat) di gedung MPR,  rakyat dipertontonkan keharmonisan saat Megawati 
bersalaman dengan SBY. Seolah salaman ini memperlihatkan cairnya ketegangan diantara 
keduanya. 

Pertanyaan kritis bagi kita semua Apakah kehadiran  petinggi Negeri pada 
Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, bisa menyimpulkan bahwa Empat Pilar 
Berbangsa sudah diterima oleh seluruh komponen bangsa ? Ataukah masih berlangsung 
negosiasi “ kepentingan” untuk meredakan ketegangan antara para pihak  agar 4 pilar 
utama bangsa bisa diterima. Apa sebenarnya yang terjadi dengan pemaknaan 4 pilar utama 
bangsa pada hari-hari terakhir ini ? 

 
B.1.  Tentang Pancasila 

Meski MPR RI pada tahun 1998 melalui Ketetapan MPR No.18 MPR 1998, telah 
menetapkan Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara, bukan berarti ketegangan 
antara Kelompok Nasionalis dan Kelompok Islam selesai.  Peristiwa peringatan Pidato Bung 
Karno pada 1 Juni 2010,  memperlihatkan secara jelas tentang masih belum selesainya 
ketegangan keduanya dalam  memaknai  saat lahirnya  Pancasila dan “pencipta”  konsep 
Pancasila itu sendiri.  

Awalnya MPR RI (baca Ketua MPR Taufik Kemas),  hendak menggagas 1 Juni 
2010, sebagai Peringatan Hari Lahirnya Pancasila yang diselenggarakan oleh MPR RI. 
Pengkondisian wacana sudah dilakukan oleh Fraksi PDI Perjuangan dengan hendak 
mengangkat kembali 1 Juni 1945, sebagai hari lahirnya Pancasila. Hal ini segera mendapat 
tantangan dari ” Wakil Kelompok Islam”. 

A.M. Fatwa, anggota DPD RI dari DKI Jakarta yang sekaligus Dewan Pembina Partai 
Amanat Nasional,  dalam beberapa surat khabar dengan jelas menyatakan keberatannya 
apabila MPR RI melakukan Peringatan Hari Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 2010. Sesuatu 
yang diklaim bisa melukai para pendukung hari lahirnya pancasila 23 Juni 1945. Fatwa 



menyebut titik kompromi bahwa 18 Agustus sebagai hari Konstitusi. Ia juga jelas 
menyatakan bahwa Pancasila milik seluruh rakyat Indonesia dan bukan hanya milik 
golongan tertentu. Protes A.M. Fatwa merefleksikan dinamika yang terjadi dalam tubuh 
MPR. 3 

Yang kemudian   segera ditindaklanjuti dengan keputusan bahwa  MPR hanya akan 
menyelenggarakan Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, bukan Peringatan Hari 
Lahirnya Pancasila.   

B.2. Tentang UUD 1945 

Menurut saya, UUD 1945 juga sedang mengalami  negosiasi politik yang tak henti. 
Sejak mulai ditetapkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 setidaknya sudah mengalami 1 
kali penggantian dan 4 kali perubahan. 1 kali penggantian pada saat dikeluarkannya UUD 
Sementara dan 4 Kali perubahan adalah hasil dari negosiasi pada masa Reformasi.  

Setelah perubahan selama 4 kali, banyak pihak masih merasa UUD 1945 masih jauh 
dari kesempurnaan. Setidaknya terdapat 2 hal yang sering diperdebatkan yakni Sistem 
Presidensial Setengah Hati  dan  Kewenangan DPD RI. 

Terkait Sistem Presidensial setengah hati,  UUD 1945 secara jelas 
mempertontonkan terjadinya  tarik menarik antara 2 lembaga yakni Kepresidenan dan DPR 
yang sama-sama memiliki kedudukan yang sama kuat .  Sebuah study tentang kombinasi 
sistem presidensialisme dan multi partai era pemerintahan Presiden SBY 2004 – 
2009memperlihatkan  bahwa presidensial mengalami reduksi.  

Terkait kewenangan DPD RI, UUD 1945 tidak memberikan kewenangan Legislasi 
dan Penganggaran secara penuh  kepada DPD RI, padahal para anggota DPD RI dan 
anggota DPR RI dipilih sama-sama dalam sebuah pemilihan umum. Kondisi ini 
menyebabkan tugass konstitusi DPD RI menyangkut Otonomi Daerah; hubungan pusat dan 
daerah; pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; pengelolaan 
sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah4 tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. 

 
B.3.  Tentang NKRI 

Pilar NKRI juga masih terus berproses  menuju negosiasi. Secara khusus di daerah-
daerah yang punya sejarah ingin memisahkan diri (Aceh dan Papua) dan Yogyakarta. 
Konsep NKRI yang seharusnya memandang tiap provinsi dalam level dan kewenangan 
yang sama menjadi konsep yang sedikit mengambang karena diberikannya perlakuan 
khusus kepada  beberapa provinsi. Perlakuan khusus ini diharapkan menjadi titik temu dari 
berbagai kepentingan yang ada di 3 daerah ini. 

 

B.4.  Tentang Bhineka Tunggal Ika 

Konsep yang diambil dari bahasa sangsekerta ini adalah bagian yang tidak 
terpisahkan  dengan konsep NKRI. Bhineka Tunggal Ika hendak merangkul keruwetan 
keberagaman antar suku dan bahasa yang ada di negeri ini dalam konsep kebersamaan 



dalam rumah bernama Indonesia. Konsep ini kadang tidak bisa dipraktekkan  dalam dunia 
nyata, ini terlihat dari seringnya terjadi konflik antar etnis di Indonesia.      

 
C. Membangun Kerangka Hukum Berdasarkan 4 Pilar Negara  

Untuk membuat sebuah undang-undang menjadi efektif dan selaras dengan 
kebutuhan warga, harus dibangun sebuah kerangka hukum yang kuat. Dalam konteks ke 
indonesiaan kerangka hukum itu tidak boleh meninggalkan 4 pilar negara yakni Pancasila; 
UUD 1945; NKRI; dan Bhineka Tunggal Ika. Keempat pilar ini adalaah dasar dan roh dari 
seluruh kerangka hukum dalam sebuah undang-undang.  Keempatnya setidaknya sampai 
saat ini dianggaap sebagai titik kompromi yang ideal untuk menyatukan perbeddaan-
perbedaan konsepsi ketatanegaraan Indonesia. Tetapi juga harus diingat bahwa 
keempatnya masih sebagian  sedang berproses menuju kesempurnaan.  

Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah melibatkan partisipasi secara penuh 
dari warga negara. Partisipasi ini dapat dimulai  dari mulai proses pengajuan sebuah RUU 
sampai pada taahap proses konsultassi publik untuk menjadikan sebuah RUU menjadi 
usulan resmi baik oleh inisiatif DPR, DPD maupun Pemerintah.   

Hal ini juga berlaku bagi usulan UU Penanganan Konflik. Keberbedaan yang telah 
dikompromikan dan  terangkum dalam 4 pilar berbangsa harusnya menjadi roh utama bagi 
undang-undang ini. Keinginanan untuk tetap memelihara persatuan dan kesatuan ditengah 
keberbedaan adalah usaha yang terus menerus menemui tantangan, entah itu tantangan 
kesenjangan ekonomi, ketegangan kepentingan atau ketegangan nilai. Namun seharusnya 
ini tidak menjadi halangan untuk  terus memajukan usulan ini menjadi sebuah Undang-
undang agar bangsa ini punya strategy paripurna dalam memangani konflik sosial yang 
terjadi. 

 

******* 
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